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RINGKASAN 

 

 

Peranan penghematan biaya anggaran berperan penting untuk 

meningkatkan kinerja karyawan yang akuntabilitas. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui implementasi proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, efektivitas 

proses anggaran berbasis kinerja dan pengaruh evaluasi kinerja terhadap 

akuntabilitas. Jenis penelitian yaitu kualitatif. Data yang digunakan yaitu 

wawancara dengan kepala sub bagian perencanaan dan keuangan Dinas 

Perhubungan Kota Malang dan laporan keuangan Kota Malang dari tahun 2020-

2022. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa implementasi proses penyusunan anggaran berbasis 

kinerja di Kota Malang dinyatakan baik karena adanya pertimbangan dan 

perhitungan yang matang dalam penyusunan anggaran dari kebutuhan setiap seksi 

bidang kerja. Efektivitas proses anggaran berbasis kinerja di Kota Malang tahun 

2020 sebanyak 85,44% artinya tidak efektif karena nilai persentase antara < 90% 

atau > 100%, hal ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 sehingga kegiatan 

anggaran tidak sesuai dari yang direncanakan, sedangkan tahun 2021 didapatkan 

persentase sebesar 95,62% dan tahun 2022 sebesar 92,64%, artinya efektivitas 

proses anggaran berbasis kinerja dinyatakan efektif karena persentase antara 90 - 

100%, sehingga pemerintah Kota Malang mampu menganggarkan keuangan daerah 

dengan baik. Pengaruh kinerja terhadap akuntabilitas pemerintah Kota Malang 

dalam mengelola keuangan daerah sudah baik, karena kinerja pemerintah dalam 

pengelola keuangan darah sudah sesuai prosedur sehingga mampu meningkatkan 

akuntabilitas. 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Biaya  Anggaran, Implementasi, Kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengangguran dengan basis kinerjanya menjadi fokus sebagai kinerja yang 

menjadi target yang tercapai yang nantinya penggunaan akan sarana yang tersedia 

yaitu anggaran. Anggaran yang disusun menjadi konsep yang terbilang sudah tidak 

ditekankan lagi terhadap pertimbangannya sebagai sumber dayanya termasuk input 

yang tersedia, akan tetapi pertimbangan akan kelebihan untuk target pada kinerja 

yang nantinya dicapai dan melalui penggeseran akan fokus tersebut diharapkannya 

terciptanya keefesiensian dan juga keefektifannya akan pelaksanaan dari kegiatan 

melalui penggunaan akan input yang telah tersedia. Selain melakukan peningkatan 

efisiensi dan juga efektifitasnya dalam hal melakukan pelaksanaan penganggaran 

pemerintah yang basisnya kinerja dengan harapan peningkatan 

pertanggungjawaban akan kinerja dari pemerintah dalam melakukan sistem 

anggaran yang basisnya kinerja menggunakan kedua sudut pandang yaitu dari atas 

ke bawah dan dari bawah ke atas. Sudut pandang dari atas bawahnya dengan artian 

perencanaan penganggaran yang dilakukan oleh yang memegang tertinggi 

kebijakan yang nantinya setiap unitnya dilaksanakan penggunaan kegiatan dalam 

hal ini menghasilkan pengeluaran. 

Penganggaran dengan basis kinerjanya dengan cara yang nasional mampu 

memperlihatkan keterkaitannya dalam hal alokasi akan anggaran melalui 

perencanaan kerja dari pemerintah. Rencana kerja pemerintah melakukan 



 
 

pembagian dalam hal target dari kinerja yang nantinya diharuskan melakukan 

pencapaian menuju kedalam hal-hal yang menjadi prioritas. Target yang akan 

dicapai dalam hal kinerja melalui prioritasnya sebagai tanggung jawabnya dari 

beberapa kelembagaan dan kementerian yang nantinya sangat perlu untuk 

melakukan koordinasi diantaranya lembaga yang berkaitan. Melalui kinerja yang 

diharuskan melakukan pencapaian yang telah menjadi acuan dalam hal prioritas dan 

juga perincian akan fokus dan prosesnya dalam hal alokasi dari anggarannya 

dengan cara yang nasional berpacu pada hal yang menjadi prioritas. 

Penganggaran terbilang penting dan juga mempunyai kerelevanan dengan 

pemerintah dari daerah dikarenakan penganggaran mempunyai dampak pada 

kinerjanya dari pemerintah yang mempunyai keterkaitan dengan fungsinya dalam 

hal pemerintah untuk melakukan pemberian akan layanan untuk masyarakat. 

Peraturan terkait anggarannya yang berhubungan dengan kinerja dari pemerintah 

dari daerah untuk sekarang sudah berubah sesuai dengan UU yang menjadi 

turunannya dan juga termasuk peraturan lainnya. Kewenangannya yang terbilang 

luas nantinya akan diberikan oleh pemerintah yang dari pusat untuk pemerintah 

yang berada di daerah bertujuan melakukan pembangunan di daerah yang terbilang 

mandiri dan juga mempunyai tujuannya sehingga daerah yang terbilang mampu 

mendapatkan penghasilan dalam hal kualitasnya terkait kinerja untuk melakukan 

pengelolaan sumber daya yang terdapat di daerah yang terbilang efisiensi dan juga 

keefektifannya dalam hal melakukan penciptaan akan pemerintah yang terbilang 

baik. Hasilnya yang nantinya terdapat di daerah dalam hal pengelolaan akan sumber 

daya yang terdapat di daerah sehingga setiap pemda nantinya akan dilakukan 



 
 

pelaporan dalam hal bentuk pelaporannya yang pada bagian akuntabilitasnya 

termasuk laporan pertanggungjawabannya yang telah dilakukannya dengan cara 

yang periodik. 

Pelaporan akan akuntabilitasnya yang dilaksanakan oleh pemda menjadi 

wujud dari pertanggungjawaban dari daerah sebagai bentuk yang nantinya terbilang 

tinggi akan tuntutannya yang asalnya dari masyarakat pada kinerjanya akan 

pemerintah melalui pemberian akan layanan yang berbasis publik yang terbilang 

baik. Anggapan pemerintah terkait keberadaan akuntabilitas sehingga nantinya 

dapat melakukan pemberian akan kinerja yang telah berubah di instansi pemerintah 

yang terbilang baik termasuk keseringan pengenalan akan istilah 

pertanggungjawaban akan instansi melalui kinerja dari pemerintah. Akuntabilitas 

kinerja dari instansi pemerintah sebagai wujudnya yang dari daerah 

pertanggungjawaban akan instansi dalam hal pelaksanaannya akan organisasi untuk 

melakukan pencapaian akan tujuan dan juga sasarannya yang nantinya akan 

dilakukan dengan cara yang periodik. Pemerintah telah memperoleh pemberian 

akan pertanggungjawaban terkait kinerjanya yang akan dilakukannya untuk 

masyarakat seperti informasinya melalui bentuk pelaporan pertanggungjawaban 

akan kinerja dari instansi yang berada di pemerintah. 

Implementasi anggaran berbasis kinerja dengan singkatan ABK dengan 

esensinya sebagai salah satu mekanismenya dalam hal pengintegrasian akan 

informasi dalam hal kinerja untuk proses anggaran setiap tahunnya ataupun 

terhadap aplikasinya akan sumber daya yang terdapat di organisasi (Bawono, 

2015). Informasi akan kinerjanya mampu diartikan menjadi informasi dalam hal 



 
 

hasil yang nantinya akan dilakukan pencapaian pada kegiatan tertentu yang juga 

termasuk informasinya dalam hal biaya yang nantinya akan dikorbankan bertujuan 

melakukan pencapaian akan hasilnya tersebut (Robinson, 2011). 

1.2 Fokus penelitian 

Fokus pada penelitian ini adalah: 

a. Implementasi Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja  

b. Efektivitas Proses Anggaran Berbasis Kinerja  

c. Pengaruh Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas  

1.3 Rumusan Masalah 

Penelitian dengan rumusan masalahnya yaitu: 

1. Bagaimana implementasi proses penyusunan anggaran berbasis kinerja 

Pada Dinas Perhubungan Kota Malang? 

2. Apakah anggaran berbasis kinerja, sebagai instrumen pengawasan 

keuangan sudah berjalan efektif pada  Dinas Perhubungan Kota Malang 

3. Bagaimana evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

Dinas Perhubungan Kota Malang? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian dengan tujuannya yaitu: 

1. Untuk mengetahui implementasi proses penyusunan anggaran berbasis 

kinerja pada Dinas Perhubungan Kota  Malang 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses anggaran berbasis kinerja sebagai 

instrumen pengawasan keuangan sudah berjalan efektif pada Dinas 

Perhubungan Kota  Malang 



 
 

3. Untuk mengetahui pengaruh evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas pada 

Dinas Perhubungan Kota  Malang 

1.5. Paradigma Peneletian 

Paradigma pada penelitian ini adalah:Implementasi Proses Penyusunan 

Anggaran Berbasis Kinerja. Implementasi proses penyusunan anggaran berbasis 

kinerja bertujuan untuk mengkaji pengelolaan keuangan publik yang dikelola oleh 

pemerintah daerah telah mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian dengan manfaatnya yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini menjadi rujukan untuk perusahaan dalam hal melakukan 

penerapan akan teori hasil penelitian sebagai bentuk pengembangan ilmu 

untuk menjadi solusi yang akan dihadapi oleh generasi bangsa dan negara. 

Dan juga menjadi bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktek untuk digunakan saat berhadapan dengan kondisi yang sesuai 

dengan penelitian ini dan juga memperkuat teori dalam hal prakteknya 

sebagai solusi dari masalah yang telah diproses oleh instansi tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Mampu dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang terbilang belum 

diteliti oleh peneliti, dan variabelnya dapat dilakukan pengembangan. 

 

 



 
 

1.7. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Lokasi penelitian: Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota 

Malang beralamat di Jl.Raden Intan No.1, Polowijen, Kec. Belimbing, Kota 

Malang, Jawa Timur 65126. 

b. Variabel yang digunakan: variabel berganda 

c. Subjek yang dikaji:  Penyusunan Rencana Anggaran (RAK), implementasi 

anggaran berbasis kinerja, evaluasi kinerja. 
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